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Setiap kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup tentu menghasilkan limbah. Apabila 
limbah tidak ditempatkan pada lingkungan yang semestinya akan dapat menyebabkan 
ketidaksesuaian fungsi lingkungan dengan peruntukannya. Pembuangan limbah sembarangan 
ke media lingkungan dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran administratif. 
Permasalahan dalam penulisan ini: Peranan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Pengawasan dan 
Pembinaan terhadap Pencemaran Limbah Cair Industri, serta Faktor Pendukung Dan 
Penghambat dalam penerapan sanksi administratif. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui 
dan memahami peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran limbah 
industri Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan 
dan pembinaan terkait pelanggaran administratif dalam lingkup pencemaran lingkungan. 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, jenis data kualitatif dan analisa secara 
deskriptif. Data diperoleh dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan dan pembinaan terkait pencemaran 
limbah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sosialisasi terkait Pengelolaan Limbah Pabrik, 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan, hingga Verifikasi Lapangan. Faktor 
Penghambat Pengawasan, Pembinaan dalam hal penindakan atas pelanggaran pembuangan 
limbah, yakni: a) Adanya Nepotisme, b) Kurangnya Koordinasi dan Himbauan dari Pemerintah 
kepada pihak Masyarakat; c) Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia, d) Sarana dan 
Prasarana tidak lengkap, e) Kekurangan Tenaga Kerja/Aparatur Sipil Negara (ASN), f) 
Anggaran Biaya yang Tidak Mencukupi. Adapun Faktor Pendukung:Berkurangnya angka 
pengangguran di daerah dan di dukung dengan terbentuknya Tim Terpadu KOTIM. 






Every activity carried out by living things results in waste. If the waste is not placed in the 
environment it should be, it may cause the environmental function incompatibility with its 
designation. The disposal of waste to environmental media can be categorized as a support 
system. Problems in administration: The Role of the Environmental Service regarding 
Supervision and Development of Industrial Wastewater Pollution, as well as Supporting and 
Obstacle Factors in administrative implementation. This writing aims to see and understand 
the understanding of the Environmental Service in tackling industrial waste pollution and to 
see the supporting and inhibiting factors in the implementation of supervision and supervision 
guidance in the scope of environmental pollution. This research uses sociological juridical 
methods, qualitative data types and descriptive analysis. Data obtained by interview method. 
The results showed that the role of the Environmental Agency in monitoring and coaching 
related to waste pollution cannot be measured from the implementation of socialization related 
to Factory Waste Management, Complaints Standard Operating Procedures (SOP), to Field 
Verification. Inhibiting Factors for Supervision, Development in terms of action against waste 
disposal, namely: a) The presence of Nepotism, b) Lack of Coordination and Appeals from the 
Government and the Community; c) Lack of Quality Human Resources, d) Incomplete facilities 
and infrastructure, e) Shortage of Manpower / State Civil Apparatus (ASN), f) Insufficient 
Budget. The Supporting Factors: Reduced unemployment in the regions and supports the 
formation of the KOTIM Integrated Team. 
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